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PUTUSAN
Nomor 365 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksaperkaraperdatadalamtingkat kasasitelah memutus sebagai
berikutdalam perkara:

1. AGUS JA’DDE, bertempat tinggal di BTN Panorama
Alam Blok T No. 05 RT 08, Desa Sesela, Gunung Sari,
Lombok Barat;

2. RULLY SANJAYA, bertempattinggal di BTN Panorama
Alam Blok T No. 04 RT 08, Desa Sesela, Gunung Sari,
Lombok Barat;

3. MUHAMMAD SUDIHARTONO, bertempat tinggal di
BTN Panorama Alam Blok B3 RT 8, Desa Sesela, Kec.
Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

4. SUARNO, bertempat tinggal di BTN Panorama Alam
BlokV No0.2 RT 08, Desa Sesela, Gunung Sari, Lombok
Barat;

5. ANDIPRIYANTO, bertempattinggaldiBTN Panorama
Alam RT 08, Desa Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat;

6. HAERUL ATHAR, bertempattinggaldiBTN Panorama
Alam RT 08, Desa Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat;

7. JUANDA IMANSYAH, bertempat tinggal di BTN
Panorama Alam RT 08, Desa Sesela, Gunung Sari,
Lombok Barat;

8. AHMAD DUHA DUWI HARI NUGROHO, bertempat
tinggal di BTN Panorama Alam Blok V RT 08, Desa
Sesela, Gunung Sari;

9. SYAMSUDDINS., bertempattinggaldiBTN Panorama
Alam Blok V RT 8, Desa Sesela, Gunung Sari, Lombok

Barat;
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10.RUSLI, bertempattinggal di BTN Panorama Alam Blok
V RT 08, Desa Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat;

11 . KHAIRIL PUTRA IKRAMAN, bertempattinggal di BTN
PanoramaAlam RT 08, Desa Sesela, Gunung Sari,;
12.SAPARWADI, S.H., bertempat tinggal di BTN
Panorama Alam RT 08, Desa Sesela, Gunung Sari,

Lombok Barat;

13.1 NYOMAN SAPUTRA WIJAYA, bertempat tinggal di
BTN Panorama Alam Blok V RT 08, Desa Sesela,
Gunung Sari, Lombok Barat;

14 MUJAHIDIN, S.Sos., bertempat tinggal di BTN
PanoramaAlam, DesaSesela, Gunung Sari, Lombok
Barat;

dalamhalinimemberikan kuasa kepadalchsan Tabarani,

S.H.,dan kawan, Para Advokat,yang berkantor di Jalan

K.H. Ahmad Dahlan Nomor 6, BTN Pagesangan Indah,

Kota Mataram, ProvinsiNusa TenggaBarat, berdasarkan

SuratKuasaKhusus tanggal 9 Juli2017;

Para Pemohon Kasasi;

lawan

PT ABI KUSUMA JAYA PROPERTY & DEVELOPER,

dahuluberkedudukan di Jalan Pedidikan No. 11 Gomong,

Mataram, sekarang berkedudukan di Jalan Halmahera

Raya BTN Panorama Rembiga, Selaparang, Kota

Mataram, diwakili oleh Yeni Suryani, sebagai Direktur,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharudin,

S.H., M.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Solor

Nomor 09 B Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga,

Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat

KuasaKhusus tanggal 25 Juli2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agungtersebut;
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Membaca surat-suratyangbersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwaberdasarkan surat-suratyangbersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membangun fasilitas
umum, fasilitas sosial dan utilitas merupakan perbuatan wanprestasi;

3. Menghukum Tergugatuntuk membayar ganti kerugian secaratunai
dan seketikakepadaPara Penggugatsejumlah Rp5.984.054.562,00
(lima miliar sembilan ratus delapan puluh empatjutalimapuluhempat
ribu lima ratus rupiah dan enam puluh dua sen), sampai kerugian
tersebutdibayarlunassampaiputusaninimempunyai putusan yang
tetap;

4. Menghukum Tergugat menuruthukumuntuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk
setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri
Mataram atas gugatan ini, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi
putusan ini;

5. Menyatatakan sah dan berhargasitajaminan yang telah diletakkan
dalam perkaraini;

6. Menyatakan putusan inidapatdilaksanakan terlebihdahulu meskipun
ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkaraini;

Atau apabila Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkaraini

berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Menimbang, bahwaterhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsiyang pada pokoknya:

- Gugatan keliru subjek Tergugat;
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- Gugatan Penggugatkurang subjek Tergugat;

- Gugatan Penggugatkabur;

Menimbang. bahwaterhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada
Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensiuntuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;

3. Menyatakan ParaTergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan
melawan hukum;

4. Menyatakan secara hukumbahwaakibatperbuatan melawan hukum
yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi
telah mengalamikerugian baik secara materiilmaupun imateriil yang
secarakeseluruhannya sejumlah Rp10.600.000.000,00 (sepuluh miliar
enamratusjutarupiah);

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng
membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat
Rekonvensisejumlah Rp10.600.000.000,00 (sepuluhmiliarenam ratus
jutarupiah);

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu
meskipun ada verzet, banding atau kasasidari Tergugat Rekonvensi;

7. Dan atau: bilamanaYang Mulia Majelis Hakim berpendapatlain mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensidan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensimembayar segalabiaya-biayayang timbuldalam perkara
perdataini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah
memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 18 Januari
2018 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolakeksepsi Tergugatuntuk seluruhnya;
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Dalam Konvensi:

- Menolakgugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Pengugat Rekonvensitidak dapatditerima;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan
sejumlah Rp1.686.000,00 (satu jutaenamratus delapan puluh enam
ribu rupiah);

Putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan
PutusanNomor 55/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 kemudian
terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasidengan perantaraan kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2017 diajukan
permohonan kasasipadatanggal 21 Juni2018 sebagaimana ternyata dari
Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta-Kas/Pdt/2018/PN
Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan
tersebutdiikutidengan memori kasasiyangmemuatalasan-alasan yang
diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebutpada tanggal 4 Juli
2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara
formal dapat diterima,;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 4 Juli2018 yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan
ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pengugat asal/Pembanding/

Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya;
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2. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasiyang
tidak membangun fasilitas umum, fasilitas sosial merupakan perbuatan
wan prestasi;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasiuntuk membayar
ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Para
Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sejumlah Rp5.984.054.562,00
(lima miliar sembilan ratus delapan puluh empatjutalimapuluh empat
ribu limaratus enam puluh dua sen), sampaikerugiantersebutdibayar
lunas sampaiputusanini memangputusan yangtetap;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menurut hukum
untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya
Putusan Pengadilan Negeri Mataram atas gugatan ini, apabila Para
Penggugatlalaimemenuhiisi putusanini;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan
dalam perkaraini;

6. Menyatakan putusaninidapatdilaksanakan terlebihdahulu meskipun
ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

7. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasiuntuk membayar
biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;

8. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum (ex
aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2018 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agungberpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasitidak dapat dibenarkan, oleh karena
setelah menelitisecarasaksama memorikasasidan kontra memorikasasi
yang dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini

Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan Putusan Pengadilan
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Negeri Mataram pertimbangannya sudah tepatdan benar serta tidak salah

menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalilPenggugattentang wanprestasi yang dilakukan oleh
Tergugattidak terbukti oleh karenadalam perjanjian jualbeli perumahan
PanoramaAlamtidakterdapat kewajiban Tergugat untuk menyediakan
fasilitasumum, sosial dengan spesifikasi dan kualitas tertentu;

Bahwa akan tetapi, Tergugat telah membanguntempatibadah berupa
masjid dan memperbaiki kondisi jalan yang penyelesaiannya setelah
pengerjaan perumahan PanoramaAlam di Selatantelah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkaraini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AGUS JA’'DDE dan
kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para
Pemohon Kasasiditolakdan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang
kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasiini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolakpermohonan kasasidari Pemohon Kasasi: 1. AGUS JA’'DDE 2.
RULLY SANJAYA, 3. MUHAMMAD SUDIHARTONO, 4. SUARNO, 5.
ANDI PRIYANTO, 6. HAERUL ATHAR, 7. JUANDA IMANSYAH, 8.
AHMAD DUHA DUWI HARI NUGROHO, 9. SYAMSUDDIN S., 10.
RUSLI,11. KHAIRILPUTRAIKRAMAN, 12. SAPARWADI, S.H., 13. 1
NYOMAN SAPUTRAWIJAYA, dan 14. MUJAHIDIN, S.Sos., tersebut;
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2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang

dalamtingkat kasasiinisejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 25 Februari2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H .,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri
Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggotadan
diucapkan dalam sidangterbukauntukumum pada hariitu jugaoleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para anggotatersebut dan oleh Irma Mardiana,
S.H.,M.H., PaniteraPengganti, dengantidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./
Irma Mardiana, S.H., M.H.
Biaya-biaya Kasasi:

TMeterai........ Rp 6.000,00
2Redaksii.... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi........... Rp489.000,00

Jumlah .................. Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001
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